BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

sanitasi maka perlu dilaksanakan Rencana Aksi Daeral'}
Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan di

Kabupaten Lebong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga.imana'
dimaksud di atas perlu menetapkan Peraturan Bupa}'_l
Lebong tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air

Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Lebong
Tahun 2018-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten

Kepahiang d1 Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

3. Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesi

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Neg
Republik Indonesia Nomor S5038);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(bembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

insi kulu
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10.

11.

12.

1 tentang
7 Tahun 201
: perundang-Undangatt

[ndonesia Tah

Undang-Undang Nomor
Pembentukan Peraturarn
(Lembaran Negara Republik

Indonesia ’Nomor 5234), sebagaimana -
dengan Undang-Undang NomoT 15 Tahur{.zfz'(l)‘ 19 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

n
tentang Pembentukan Peratura tomesia Tahun 20 1-9

(Lembaran Negara Republik In
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor
Pemerintahan Daerah (Lem
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Negara Republik Indonesia Nomor

- kali terakhi
telah diubah beberapa tang Perubahan Kedua

Undang Nomor 9 Tahun 20 15 ten
Atas Undang-Undang Nomor 73 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

[ndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambah
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber
Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6405);

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang

Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum = Nomor
18/PRT/M/2012 tentang Pedoman Pembinaan
Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Alr
Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 1127);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum :
1/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayana™ panie
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;




Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH

a L

13. Perat ' | Nomor §
uran Menteri Dalam Negerl kum D

tentang Pembentuk Produk HU 2036),
Negara Republik L;nggnesia Tahun B tl:?an;lor '
sebagaimana telah diubah dengan per32018
Dalam Negeri Nomor 120 T%hun Negerl
Perubahan Atas Peraturan Menterl i
80 Tahun 2015 tentang Pembe
Daerah (Berita Negara Republik
Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negerl N

tentang Perubahan Atas P
Nomor 80 Tahun 2015 Tentan

Hukum Daerah (Berita Negara
Tahun 2019 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri NO Dan
tentang Tata Cara Perencanaatl, penggnda_llal‘l :
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Rancangan Peraturan Daer
Pembangunan Jangka Panjang Daer

P ka Menenga ;
embangunan Jang Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan .
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

MEMUTUSKAN:

PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN
LINGKUNGAN KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018-2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan -

1.

Daerah adalah Kabupaten Lebong.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur

3.
4.

0 ® N o

penyelenggara pemerintahan daerah di K
Bupati adalah Bupati Lebong. abupaten Lebong.




“10. Air Minum dan Penych ' lanjutnya @19 :
yehatan Lingkungan is;furnjdﬂn penyehatan Lin

11. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air M
selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL. . ipa

12. Sumber air minum yang layak meliputi air minurmm pcrfal? perkualita®
minum non-perpipaan terlindung yang . i
dan berjarak sama dengan atau lebih dar

13. Sumber air minum ta
layak digunakan yang be ot
sumber air dan tempat pembuangafl 0 d be

= an sum .
Jainnya terlindung, air

dan/atau tidak terlindung dan :
mata air 1) dafi Sungal,

berasal dari sumur galian yang tak terlindung, * Ka
yang diangkut dengan tangki/drum kecil, dan att permt
danau. kolam, dan saluran irigasl /drainase. higienis dan
’ ’ aman, 1gle ’
ah sarana yans di sekitarnya

14. Fasilitas sanitasi yang layak adal

nyaman, yang dapat menjauhkan penggurl
dari kontak dengan kotoran manusia,
angsa, toilet guyur (flush toilet) yansg
saluran pembuangan atau tanki septik, t€
latrine) terlindung dengan S€gc
15. Fasilitas sanitasi yang tidak lay
hygienis dan tidak nyaman unt
yang mengalir ke selokan, saluran terbuka,

terbuka, jamban cemplung tanpa segel slab,

gantung.
16. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pend )

masyarakat sebagai pelaku utama dan penen
pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
17. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan
pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah,
18. Indikator universal access untuk peningkatan akse

LL

layanan Minimal yang se

n0. Standar Pe _ i
SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum

21. Indikator ng ¢
.n melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan

yang am i :
perpipaan dan buk.an jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan
pokok minimal 60 liter/orang/hari.

SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah

22. Indikator _
yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem
.- limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%
keluaran/hasil dari kegiatan/program yang. dicapai
an dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas

n3. Kinerja adalah
sehubung
yang terukur.

_ Indikator kinerja
kualitatif untu
dampak yang men
atau kegiatan.

adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau
k masukagl, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau
ggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program




: 2lahan utama
5. Isu strategis adalah rmasalaha .
. - e uk ditanganl

dinilai paling prioritas unt , |
. gignifikan bagi d N A
hnrens dampuinyn >0t gmcndf::s».ﬂk,. bcr_]ﬂngka meneng

bersifat penting, mendasar,
' : an. :
panjang, dan menentukan tujuan pembangur Jiambil oleh pem

26. Arah kebijakan adalah pedoman tin
daerah untuk mencapai tujuan
27. Strategi adalah langkah-lang

program indikatif untuk mencapai iy A
28. Program adalah bentuk instrumcn kebijakan ¥y

kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD tua
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah un

tujuan pembangunan daerah.
29. Kegiatan adalah bagian dari pr
beberapa OPD sebagai bagian
suatu program, dan terdiri dari s€
daya baik yang berupa personil
termasuk peralatan dan teknologi, d
atau kesemua jenis sumber daya terse
menghasilkan keluaran (output) dalam tak, 8
30. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi penga
kerjasama dari beberapa instansi/pejabat yang mcmip
wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untu

kesimpangsiuran dan duplikasi.
31. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan
mengantisipasl

rencana pembangunan, mengidentiﬁkasi serta _ _
permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil

tindakan sedini mungkin.
32. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan

(input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan

standar.
33. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat yang selanjutnya

disingkat PAMSIMAS.

* ia), barang modal
(sumber - asi dari beberapa

ana, _
but, sebagal masukan (input) untuk

It barang/jasa.
Bt . turan hubungar

unyai tugas dan
k menghindarkan

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan dan
acuan dalam melaksanakan kegiatan RAD-AMPL di Kabupaten Lebong.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan dibcntukx}ya Peraturan Bupat1 1ni adalah untuk mencapaj percepatan
pelaksanaan universal access di bidang air minum dan sanitasi serta
penyehatan lingkungan maka perlu dilaksanakan kegiatan RAD AMPL.




-

e

BAB III _ or,
PERAN, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN RAD AM

KABUPATEN LEBONG 2018-2022

Pasal 4

RAD-AMPL Kabupaten Lebong Tahun 2018-2022 berperan

pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan Pfogr;?n Jekatan AMPL
minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsiati "
berbasis masyarakat selama Tahun 2018 sampai denganss
rangka mendukung percepatan pencapaian universal access:

Pasal 5

i sebagatl : L.
RAD-AMPL Kabupaten Lebong Tahun 2018-2022 berft};lgril isum 5 an sanitasi
1. Instrumen kebijakan pengembangan pelayanan ai

daerah jangka menengah; . _ <anitasi yang
2. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minufti dan

aarll,
menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan Iﬁe{cﬁb;iMSIMAS ke
3. Media internalisasi program/kegiatan dengan pendeka

dalam program/kegiatan OPD yang menangani bidang AMP"; danningka
4. Acuan pengalokasian anggaran APBD bagi progr am-program p¢€
kinerja pelayanan AMPL.

Pasal 6

RAD-AMPL Kabupaten Lebong Tahun 2018-2022 yang disusun berdasarlfa_n
RPJMD Kabupaten Lebong untuk mendukung percepatan pencapaian
universal access dan target SPM bidang air minum dan sanitasi menjadi

dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja OPD, dan
APBD Kabupaten Lebong sampai dengan Tahun 2022.

PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2018-2022

Pasal 7

Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Lebong Tahun 2018-202 :
RKPD, Renja OPD, APBD Kabupaten Lebong, 2 adalah melalui

serta dapat ¥ :
RAD AMPL Kabupaten Lebong ke dalam p pat melalui integrasi

. . : rogram / kegiat "
Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarak/at slatan - Pemerintah



Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Lebong Tahun 2018—20231
terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN; e

; / tetap berpedoman pada mekanisme vang disepakati antara
4 Daerah Kabupaten Lebong dengan pihak penyandang dana.

/ Pasal 10
' 18-2022 tetap harus

(1) Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Lebong Tahun 20 eanaan tahun
memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaks

sebelumnya. aian
(2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi Pemb_ahan :saap}an
tahunan tetapi tidak mengubah target %Zlcapaéaég dan Renja OPD
: t am
acces, maka perubahan sasaran dimua uasi pelaksanaan RAD AMPL.

berdasarkan laporan pemantauan dan eval

=
=
<

PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD Ang;g
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018-2

(1) Pemantauan pelaksanakan

setahun. _ e takbnati
(2) Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir

pelaksanaan. o
Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan penyusunan

kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik. |
Kepala OPD kabupaten/kota melakukan pemantauan dan evaluasl

program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab OPD masing-

(3)
(4)

masing.
(5) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya

ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, kepala OPD melakukan tindakan
perbaikan/penyempurnaan.
(6) Kepala OPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menyampaikan

i hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda.

(7) Masyarakat berhak menyampailkan pendapat dan masukan kepada
Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kinerja
pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah.

(8) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut
pendapat dan masukannya tersebut.

(9) Kepala Bappeda Kabupat_en melakukan evaluasi terhadap laporan hasil
pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD
AMPL.

(10) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya
ketidaksesuaian/penyimpangan,  Kepala Bappeda  menyampaikan
rekomendasi dan langkah- langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti
oleh Kepala OPD.

(11) Kepala OPD menyampaikan hasil tindak lanjut
perbaikan/penyempurnaan kepada Kepala Bappeda.

(12) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada
Bupati melalui Ketua Pokja AMPL.




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dokumen RAD AMPL Kabupaten Lebong Tahun 2018-2022 sebagaimana

terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturanl
Bupati Lebong ini.

Pasal 13

Peraturan Bupati Lebong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

angan Peraturarl

Agar setiap oran ‘ : kan engund
g P ¢ mengetahuinya, memerintah pengu naten it

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabu

Ditetapkan di Tubel
pada tanggal 10 Maret 2020

4

lb/
o4- 10

-\ BUPATI LEBONG,

"{H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 10 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABYPATEN LEBONG,

NI
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PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG

SEKRETARIAT DAERAH

, 01
Jl. Raya Argamakmur - bei Nomo?

BERITA ACARA RAPAT

‘Pada hari ini, f8V  tanggal Delapwm Beld tahun —=F=0  membahat |
fuamy _Fopit © i
Rancangan Peraturan Bupati con
Lingkungan Pemerintahan Desa Dalam Kabupate |

Rapat tersebut dihadiri dan disetujui oleh:

Sdr. /i. Yud monto |
. Sdr./i. _Sugiyoutv.S ,
. Sdr./i. _Yse Rizal |
. Sdr./i. _Wirna Ningsih ,
. Sdr./i. _Bko fud Gutop

. Sdr./i. _thlda  Apym £ L

DN AW~

} . OP0 Toag Sepiat  Palu  Aun Prbub  RAD - ampL KaBupaten \LeBorgy

Talun 201¢ - 2022 - - - I
2. Dukumen gll;o AMpL  tasupsion  Leborg 2012 -2002 acan  di_evaluawi dan
aon  Arensi yka Alprwvem
3. Qeraturan__perundong - undpm vy Mewpdl dagur  Per€ug ReD-AMPL
"k ASeugiton  dengn  penduren  Ywy  tosary

SRR
. mmm @

f Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada waktu dan
tempat sebagaimana disebutkan di atas.

Yang menyetujui,

—

Pihak 3 Pihak 4
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DAFTAR HADIR RAPAT

Acara . Pembahasan Draft Perbup RAD-AMPL Kab. Lebong Tahun 2018-2022
Hari/Tanggal : Rabu, 18 Maret 2020

 Tempat : Ruang Rapat Bidang Infraswil Bappeda




